BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang penulis bahas, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 1616
K/Pid.Sus/2013 tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa
Angelina Sondakh menggunakan Pertimbangan yuridis, Pertimbangan yang
bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-
faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah

ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya: Dakwaan
jaksapenuntut umum, Tuntutan pidana, Keterangan saksi, Keterangan
terdakwa, Barang-barang bukti dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang
Korupsi.Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk
menjatuhkan hukuman lebih berat terhadap terdakwa Angelina Sondakh
dalam putusan No0.1616 K/Pid.Sus/2013. Tentang tindak pidana Korupsi,
sehingga terdakwa dikenakan hukuman 12 tahun penjara, denda Rp 500
juta dan membayar uang pengganti sebesar Rp 12,58 miliar dan 2,35 juta
dollar AS atau sekitar Rp 27,4 miliar. Terdakwa sebagai subjek hukum
Pidana yang bernama Angelina Patricia Pingkan Sondakh, terdakwa

mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang seluruhnya



berjumlah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan
puluh juta rupiah) dan US $.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh
ribu Dollar Amerika Serikat) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu yang
telah diterima Terdakwa secara bertahap dari permai Grup tersebut
diberikan sebagai imbalan (fee) yang telah janjikan sebelumnya karena
Terdakwa menyanggupi akan mengusahakan supaya anggaran untuk
proyek pembangunan/pengadaan pada Program Pendidikan Tinggi di
Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan program pengadaan
sarana dan prasarana di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)
dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Grup karena nantinya
proyek-proyek tersebut akan dikerjakan oleh Permai Grup ataupun pihak

lain yang telah dikoordinasikan oleh Permai Grup.

Selain pertimbangan di atas, ada pula pertimbangan hakim dalam
memutus suatu perkara dalam kasus yang berdakwakan Angelina Sondakh
yaitu karena Angelina Sondakh Melanggar Tata Tertib DPR-RI
(Keputusan DPR RI No. 01/DPR RI/1/2009-2014 tanggal 29 September
2009), Melanggar Kode Etik DPR RI (Keputusan DPR RI No. 16/DPR
R1/1/2004-2005 tanggal 29 September 2004) Pasal 17 ayat (2): Anggota
tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan
maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan

pribadi.

B. Saran



Adapun saran yang mungkin bermanfaat yang penulis sampaikan
pada bab akhir skripsi ini semoga bermanfaat dan berguna, sebagaimana

berikut :

1.  Semoga dengan adanya kasus ini menjadi pelajaran bagi kita semua
untuk saling menghormati dan menghargai terhadap sesama makhlug
hidup sehingga kita sebagai masyarakat yang bermoral tau akan

hukum dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.  Berharap agar para Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang di beri
wewenang dalam memutus ataupun mengadili perkara tindak pidana
korupsi harus lebih teliti lagi dan tegas dalam upaya menjatuhkan
tuntutan yang sesuai pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
agar terciptanya masyarakat yang bebas dari korupsi demi
menyelamatkan perekonomian negara dan untuk menjadikan negara

yang bersih.

3. Lebih di wujudkan lagi keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.



